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ABSTRAK

Kemiskinan perkotaan merupakan masalah multidimensi yang memerlukan pendekatan berbasis data spasial
untuk memahami pola ketimpangan dan menentukan kebutuhan intervensi pembangunan. Penelitian ini
bertujuan menganalisis keterkaitan antara tingkat kemiskinan dan kondisi infrastruktur dasar di Kota Medan
serta menetapkan lokasi prioritas intervensi pembangunan. Pendekatan kuantitatif-deskriptif digunakan
melalui integrasi data kemiskinan dan infrastruktur dasar (sanitasi, air minum, dan listrik) pada tingkat
kelurahan dengan dukungan Sistem Informasi Geografis (SIG). Analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu
pemetaan deskriptif tingkat kemiskinan berdasarkan klasifikasi desil kesejahteraan, overlay spasial antara
kemiskinan dan infrastruktur dasar, serta klasifikasi wilayah prioritas berdasarkan hasil integrasi spasial. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa wilayah utara Kota Medan terutama Medan Belawan, Medan Labuhan, dan
Medan Deli memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan infrastruktur terbatas, sehingga dikategorikan sebagai
prioritas tinggi. Sebaliknya, wilayah tengah dan selatan menunjukkan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik
dengan akses infrastruktur yang relatif lengkap. Integrasi data spasial ini menghasilkan peta sebaran
kemiskinan dan peta prioritas pembangunan yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan
berbasis bukti (evidence-based planning). Penelitian ini menegaskan bahwa analisis spasial deskriptif efektif
mendukung perencanaan wilayah yang lebih akurat, efisien, dan berkeadilan, serta dapat menjadi rujukan
bagi pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan infrastruktur dasar secara terpadu.

Kata kunci: kemiskinan, infrastruktur dasar, analisis spasial, overlay, perencanaan berbasis bukti

ABSTRACT

Urban poverty is a multidimensional issue that requires a spatial data—driven approach to understand
inequality patterns and determine development intervention needs. This study aims to analyze the
relationship between poverty levels and basic infrastructure conditions in Medan City and to identify priority
locations for development interventions. A quantitative-descriptive approach was employed by integrating
poverty and basic infrastructure data (sanitation, drinking water, and electricity) at the sub-district level,
supported by Geographic Information Systems (GIS). The analysis was conducted in three stages: descriptive
mapping of poverty levels based on welfare decile classifications, spatial overlay analysis between poverty
and basic infrastructure, and classification of priority areas based on the results of spatial integration. The
findings indicate that the northern areas of Medan, particularly Medan Belawan, Medan Labuhan, and
Medan Deli, exhibit high poverty levels and limited infrastructure, thus categorized as high-priority zones. In
contrast, the central and southern regions display better socio-economic conditions with relatively
comprehensive infrastructure access. The spatial data integration produced poverty distribution maps and
development priority maps that can serve as a basis for evidence-based policy formulation. This study
confirms that descriptive spatial analysis is effective in supporting more accurate, efficient, and equitable
regional planning and can serve as a reference for local governments in poverty alleviation and integrated
basic infrastructure development.
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1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan tantangan pembangunan yang paling kompleks di perkotaan Indonesia.
Sebagai kota metropolitan terbesar di luar Jawa, Kota Medan menghadapi persoalan sosial-ekonomi yang
berakar pada ketimpangan pendapatan, keterbatasan akses layanan dasar, dan rendahnya kesempatan
kerja bagi kelompok rentan [1]. Meskipun tingkat kemiskinan secara makro menunjukkan tren menurun,
disparitas antarwilayah masih tinggi, terutama di kawasan pesisir dan padat penduduk seperti Medan
Belawan, Medan Deli, dan Medan Labuhan [2].

Salah satu kendala utama dalam penanggulangan kemiskinan daerah ialah belum terintegrasinya data
sosial, ekonomi, dan spasial secara komprehensif. Data kemiskinan yang tersedia cenderung sektoral dan
tidak sinkron antarlembaga, seperti antara Basis Data Terpadu (BDT), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS), dan survei sektoral [1][3]. Fragmentasi ini menghambat identifikasi lokasi prioritas dan
menyebabkan program intervensi sering tidak tepat sasaran.

Integrasi data kemiskinan dalam perencanaan wilayah menjadi prasyarat penting bagi penerapan
evidence-based policy making di tingkat lokal [4]. Pendekatan berbasis bukti memungkinkan kebijakan
pembangunan disusun berdasarkan analisis empiris yang terukur, sehingga alokasi sumber daya menjadi
lebih efektif dan berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan [5].

Di Kota Medan, persoalan kemiskinan tidak hanya terkait tingkat kemiskinan absolut, tetapi juga
ketimpangan spasial dan ketidaktepatan sasaran kebijakan. Sebagian besar perencanaan masih bertumpu
pada data makro seperti PDRB per kapita atau IPM, tanpa mempertimbangkan variasi geografis dan
kerentanan sosial-ekonomi di tingkat kelurahan [6]. Akibatnya, proses pengambilan keputusan cenderung
normatif dan belum sepenuhnya berbasis data.

Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa kemiskinan bersifat multidimensi dan spasial, tidak hanya
berkaitan dengan faktor ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, lingkungan, dan kelembagaan
[7]. Pendekatan spasial menjadi penting karena tingkat kesejahteraan masyarakat sering kali berbeda
signifikan antarwilayah dalam satu kota [6]. Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan
inovasi penting dalam mengintegrasikan data sosial dan spasial untuk pemetaan wilayah rawan
kemiskinan dan analisis ketimpangan [8]. Namun, penerapannya di Indonesia masih didominasi oleh
analisis deskriptif dan belum diarahkan untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan lintas
sektor.

Kondisi tersebut menegaskan perlunya model integrasi data kemiskinan yang tidak hanya berfungsi
sebagai alat visualisasi, tetapi juga sebagai instrumen analisis kebijakan pembangunan daerah. Dalam
konteks ini, konsep spatially-enabled governance menjadi relevan, yaitu tata kelola pemerintahan yang
memanfaatkan data spasial dalam setiap tahap perencanaan untuk mengenali pola, mengidentifikasi
ketimpangan, dan menentukan prioritas intervensi secara objektif [5].

Kerangka teoretis penelitian ini didasarkan pada tiga landasan utama. Pertama, Evidence-Based
Planning Theory yang menekankan penggunaan data empiris dalam perumusan kebijakan pembangunan
[9]. Kedua, Sustainable Regional Development Theory yang menuntut keseimbangan antara aspek sosial,
ekonomi, dan lingkungan [10] [11]. Ketiga, Spatial Justice Theory yang menegaskan pentingnya
distribusi sumber daya dan kesempatan sosial secara adil antarwilayah [12]. Ketiga teori tersebut menjadi
dasar konseptual bagi pengembangan model integrasi data kemiskinan untuk mendukung perencanaan
wilayah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kota Medan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam integrasi data sosial-ekonomi dan infrastruktur dasar
melalui analisis spasial deskriptif berbasis overlay antar indikator kemiskinan dan infrastruktur pada
tingkat kelurahan. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya terbatas pada pemetaan
kemiskinan makro atau analisis statistik ekonomi, studi ini mengembangkan model spasial sederhana dan
terukur untuk menentukan lokasi prioritas intervensi pembangunan berdasarkan kombinasi tingkat
kemiskinan dan akses terhadap layanan dasar (sanitasi, air minum, dan listrik). Pendekatan ini tidak hanya
menghasilkan visualisasi spasial kemiskinan, tetapi juga memberikan dasar empiris bagi pengambilan
keputusan pembangunan yang lebih terarah, efisien, dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini
memperkuat penerapan konsep spatially-enabled governance di tingkat kota dengan menekankan
penggunaan data spasial untuk mewujudkan evidence-based planning dalam upaya pengentasan
kemiskinan perkotaan secara berkelanjutan [13].
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2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis analisis spasial deskriptif untuk
mengidentifikasi sebaran dan kondisi akses terhadap infrastruktur dasar pada rumah tangga miskin di
Kota Medan, serta menentukan lokasi intervensi prioritas. Pendekatan ini mendukung konsep evidence-
based planning, di mana hasil analisis spasial digunakan untuk memperkuat proses pengambilan
keputusan berbasis data di tingkat wilayah. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan data kemiskinan
tahun 2018-2022, sehingga memungkinkan identifikasi pola dan tren spasial selama lima tahun terakhir.

Data sekunder dan primer yang relevan dengan indikator kemiskinan dan infrastruktur dasar yang
digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, Dinas Sosial, Bappeda, dan Badan
Informasi Geospasial (BIG), mencakup variabel tingkat kemiskinan, distribusi penduduk berdasarkan
desil kesejahteraan, serta data akses terhadap infrastruktur dasar seperti sanitasi, air minum, dan listrik di
tingkat kelurahan [13-16]. Selain itu, data primer dikumpulkan melalui observasi lapangan dan
wawancara terstruktur dengan aparat kelurahan serta rumah tangga sasaran untuk memverifikasi kondisi
aktual infrastruktur dasar dan meningkatkan akurasi spasial. Seluruh data spasial dan atribut kemudian
diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) menggunakan perangkat lunak ArcGIS dan
QGIS. Integrasi ini digunakan untuk menghasilkan peta tematik kemiskinan dan infrastruktur dasar, serta
mendukung proses analisis overlay dan visualisasi spasial deskriptif.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama, analisis spasial deskriptif, memetakan
sebaran kemiskinan berdasarkan klasifikasi desil kesejahteraan (Desil 1-10) di setiap kelurahan, yang
divisualisasikan dalam peta tematik untuk menunjukkan variasi tingkat kesejahteraan antarwilayah.
Tahap kedua, analisis overlay spasial, mengintegrasikan peta kemiskinan dengan peta infrastruktur
dasar—meliputi akses sanitasi, air minum, dan listrik untuk mengidentifikasi hubungan spasial serta
wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi. Tahap ketiga, penentuan prioritas intervensi, mengevaluasi
setiap kecamatan berdasarkan kombinasi tingkat kemiskinan dan kondisi infrastruktur. Hasilnya
diklasifikasikan ke dalam empat kategori prioritas (tinggi, menengah, rendah, dan sejahtera) dan
divisualisasikan dalam peta klasifikasi pembangunan sebagai dasar perumusan kebijakan berbasis data
spasial [2].

3. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Kemiskinan Kota Medan (2018-2022)

Pembangunan di Kota Medan dalam lima tahun terakhir mencakup sektor kesehatan, pendidikan,
infrastruktur, dan ekonomi. Namun, karakter multifungsi kota besar menyebabkan kemiskinan tetap
menjadi isu strategis meski pertumbuhan ekonomi relatif tinggi, karena kesenjangan sosial dan akses
publik yang tidak merata. Data P3KE 2018-2022 menunjukkan kemiskinan di Medan bersifat
multidimensional, meliputi keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta
ketidakberdayaan sosial.

Dimensi kemiskinan di Medan terbagi menjadi empat aspek: material (pendapatan, pekerjaan,
kebutuhan dasar), psikologis (rasa tidak berdaya, ketergantungan, keterasingan sosial), akses (terbatasnya
layanan publik), dan aset (keterbatasan aset produktif maupun sosial). Bentuk kemiskinan mencakup
absolut, relatif, kronis, musiman, serta kemiskinan mendadak akibat pandemi Covid-19.

Kondisi multidimensional dan dinamis ini menunjukkan kemiskinan tidak semata-mata ekonomi,
tetapi juga dipengaruhi keterbatasan sosial dan kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan
pentingnya pendekatan evidence-based planning yang mengintegrasikan data spasial dan sosial-ekonomi
untuk memetakan kemiskinan secara akurat, sehingga mendukung penetapan kebijakan prioritas,
penguatan perlindungan sosial, dan peningkatan efektivitas program pengentasan kemiskinan
berkelanjutan [1].

Distribusi Penduduk Miskin Berdasarkan Desil Kesejahteraan

Profil kemiskinan ekstrem di Kota Medan dapat dilihat melalui kelompok rumah tangga pada Desil
1 dalam distribusi kesejahteraan. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2022,
Desil 1 merupakan kelompok 10 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Analisis
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terhadap kelompok ini penting dilakukan untuk mengenali karakteristik kerentanan yang lebih berat dan
mengarahkan intervensi kebijakan yang tepat sasaran di wilayah perkotaan.

Tabel 1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Rumah Tangga Dan Individu Kota Medan Tahun 2022

Desil Rumah Tangga Anggota Rumah Tangga (Individu)
1 43.230 223.895
2 50.414 226.693
3 47.345 196.047
4 47.451 184.508
Total 188.440 831.143

Sumber: P3KE, 2023 [17]

Secara keseluruhan, jumlah penduduk pada kelompok 40 persen terbawah mencapai 831.143 jiwa
atau 188.440 rumah tangga. Penduduk yang berada pada Desil 1 tercatat sebanyak 223.895 jiwa, disusul
Desil 2 sebanyak 226.693 jiwa, Desil 3 sebanyak 196.047 jiwa, dan Desil 4 sebanyak 184.508 jiwa. Data
tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat proporsi masyarakat berpenghasilan rendah yang cukup
tinggi di Kota Medan, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan perlu terus dioptimalkan pada
kelompok rentan ini.

Tabel 2. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Rumah Tangga Dan Individu Kota Medan Tahun 2022

Desil Kecamatan dengan Jumlah Jiwa Kecamatan dengan Jumlah Jiwa
kesejahteraan  Jumlah Terbanyak Jumlah Terkecil
1 Medan Belawan 32.393 Medan Baru 1.132
2 Medan Marelan 20.435 Medan Baru 1.478
3 Medan Marelan 17.745 Medan Baru 1.766
4 Medan Marelan 17.310 Medan Baru 1.750

Sumber: Data diolah penulis

Dari perspektif geografis, distribusi penduduk kurang sejahtera menunjukkan pola yang tidak merata
antar kecamatan. Wilayah utara Kota Medan, seperti Medan Belawan, Medan Marelan, Medan Labuhan,
dan Medan Deli, secara konsisten memiliki jumlah penduduk Desil 1-4 paling tinggi. Medan Belawan
menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk Desil 1 terbanyak (32.393 jiwa), sedangkan Medan Marelan
mendominasi pada Desil 2 hingga Desil 4. Sementara itu, Kecamatan Medan Baru selalu memiliki jumlah
penduduk dalam kategori kurang sejahtera yang paling sedikit di setiap kelompok desil. Gambaran ini
menunjukkan indikasi konsentrasi penduduk kurang sejahtera di kawasan utara yang kemudian menjadi
dasar analisis spasial untuk menentukan wilayah prioritas penanganan kemiskinan.

Disparitas Infrastruktur Dasar Penduduk Miskin

Ketersediaan infrastruktur dasar, khususnya sanitasi, air minum, dan listrik, berperan penting dalam
menentukan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat miskin. Meskipun secara umum capaian
infrastruktur dasar di Kota Medan tergolong tinggi, analisis menunjukkan adanya kesenjangan spasial
yang signifikan, terutama di kawasan utara yang didominasi oleh kelompok berpendapatan rendah.

Tabel 3. Ringkasan Infrastruktur Dasar Penduduk Miskin di Kota Medan Tahun 2022

Jenis Rumah Tangga Rumah Tangga Kecamatan Tertinggi Kecamatan Terendah
Infrastruktur  Miskin dengan Tanpa Akses
Akses Layak (%) Layak (%)

Sanitasi 94.0 6.0 Medan Baru (99.78) Medan Belawan (78.50)
Air Minum 98.2 1.8 Medan Johor (99.60) Medan Labuhan (95.10)
Listrik 99.86 0.14 Medan Baru (100.00) Medan Belawan (98.70)

Sumber: Data diolah penulis
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Sanitasi

Sanitasi berperan penting dalam peningkatan kesehatan dan pengentasan kemiskinan, namun
keterbatasan ekonomi masih menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin untuk memiliki fasilitas
yang layak. Rata-rata 94% rumah tangga miskin di Kota Medan telah memiliki fasilitas MCK sendiri.
Capaian tertinggi terdapat di Medan Marelan dan Medan Baru, masing-masing 99,46% dan 99,78%,
sedangkan Medan Belawan hanya mencapai 78,50%, dengan 17,46% rumah tangga masih menggunakan
MCK bersama atau tidak layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur sanitasi
berhubungan erat dengan kerentanan wilayah pesisir yang padat dan tergenang. Sanitasi yang tidak layak
berpotensi meningkatkan risiko penyakit dan memperburuk kondisi sosial ekonomi rumah tangga miskin.

Akses Air Minum yang Layak

Akses terhadap sumber air minum layak menjadi indikator penting dalam penilaian kesejahteraan
rumah tangga miskin. Di Kota Medan, sebagian besar rumah tangga telah memiliki akses terhadap sumber
air minum layak, dengan 74.450 rumah tangga menggunakan air leding/PAM dan 73.867 mengandalkan
air isi ulang. Namun, masih terdapat 16.673 rumah tangga yang menggunakan sumber air terlindungi dan
149 rumah tangga bergantung pada air permukaan yang tidak layak konsumsi. Ketimpangan ini terlihat
jelas di wilayah utara, seperti Medan Belawan dan Medan Labuhan, di mana cakupan layanan perpipaan
terbatas dan ketergantungan pada sumber air alternatif tinggi. Keterbatasan ini tidak hanya meningkatkan
beban ekonomi rumah tangga miskin, tetapi juga memperbesar risiko kesehatan masyarakat.

Akses Listrik

Akses listrik merupakan faktor pendukung penting dalam peningkatan kualitas hidup, pendidikan,
dan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Cakupan akses listrik bagi rumah tangga miskin di Kota Medan
mencapai 99,86%, menunjukkan tingkat pelayanan yang sangat tinggi. Namun, sekitar 205 rumah tangga
masih belum memiliki sambungan listrik resmi, terutama di wilayah Medan Belawan dan Medan Labuhan
yang memiliki proporsi penggunaan listrik non-meteran lebih besar dibanding wilayah lain. Akses listrik
yang tidak stabil berpotensi menurunkan produktivitas dan memperbesar pengeluaran rumah tangga
miskin.

Ketiga indikator infrastruktur dasar menunjukkan pola yang konsisten: wilayah utara Kota Medan—
meliputi Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Deli—menjadi kawasan dengan tingkat
kemiskinan tinggi dan keterbatasan layanan infrastruktur dasar. Sebaliknya, wilayah tengah dan selatan
seperti Medan Baru dan Medan Johor menunjukkan akses infrastruktur yang hampir merata dan kualitas
pelayanan yang lebih baik. Pola spasial ini mengindikasikan bahwa kemiskinan di Kota Medan memiliki
dimensi geografis yang erat kaitannya dengan ketersediaan infrastruktur dasar. Temuan ini menjadi dasar
bagi analisis overlay pada bagian berikutnya untuk menentukan wilayah prioritas intervensi
pembangunan berbasis integrasi data kemiskinan dan infrastruktur dasar.

Analisis Overlay Kemiskinan dan Infrastruktur

Analisis spasial dilakukan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara tingkat kemiskinan dan
ketersediaan infrastruktur dasar pada tingkat kelurahan. Pendekatan overlay digunakan untuk
menumpangtindihkan peta sebaran rumah tangga miskin berdasarkan desil kesejahteraan dengan peta
infrastruktur dasar yang mencakup sanitasi, air minum, dan listrik. Metode ini memungkinkan analisis
yang lebih komprehensif terhadap ketimpangan wilayah karena memperlihatkan hubungan antara kondisi
sosial-ekonomi dan infrastruktur secara geografis [18].

Analisis Pola Spasial Kondisi Sanitasi

Peta sanitasi pada Gambar 1 memperlihatkan pola spasial kondisi akses sanitasi bagi rumah tangga
miskin Desil 1 di Kota Medan melalui dua visualisasi yang saling melengkapi. Peta di sebelah kiri
menunjukkan jenis fasilitas buang air besar (BAB) yang digunakan rumah tangga, sedangkan peta di
sebelah kanan merupakan hasil clustering berdasarkan tingkat kelayakan sanitasi. Wilayah utara Kota
Medan, terutama Kecamatan Medan Belawan dan Medan Labuhan, tampak mendominasi Cluster 3, yaitu
kategori dengan kondisi sanitasi paling tidak layak. Pada wilayah ini, banyak rumah tangga miskin yang
belum memiliki fasilitas BAB sendiri serta bergantung pada jamban umum atau fasilitas sanitasi lain yang
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tidak memenuhi standar. Kondisi ini sejalan dengan data nasional yang menunjukkan bahwa hanya sekitar
88,16% penduduk Indonesia menggunakan layanan sanitasi dasar yang layak [18].

Keterangan:

Cluster 1

.....

Cluster 2
Cluster 3
Non Desii 1
‘l 8500 Variabel Cluster
[ | 1 2 3
Mikk Sendiri Kosong 2 1 1
Jamban Umum Lainnya 53 6 27
Il Lannya Milik sendiri 468 114 974
Umum/Bersama 11 2 16

Gambar 1. Pola spasial kondisi akses sanitasi

Sebaliknya, sebagian besar wilayah di bagian tengah hingga selatan kota tergolong dalam Cluster 1
dan Cluster 2, yang menunjukkan akses sanitasi lebih layak dengan proporsi penggunaan fasilitas BAB
milik sendiri yang lebih tinggi. Perbedaan ini mencerminkan adanya kesenjangan akses infrastruktur
sanitasi antara kawasan pesisir utara yang cenderung tertinggal dan wilayah perkotaan yang berkembang
di bagian tengah dan selatan. Temuan ini menjadi dasar awal dalam penentuan wilayah prioritas
intervensi peningkatan sanitasi, dengan fokus utama pada kawasan berkluster rendah di wilayah utara
Kota Medan.

Analisis Akses Air Minum Layak Rumah Tangga Miskin di Kota Medan

Peta akses air minum pada Gambar 2 memperlihatkan pola spasial yang kontras antara wilayah utara
dan selatan Kota Medan. Di kawasan utara, terutama Medan Belawan dan Medan Labuhan, layanan air
perpipaan (PAM/PDAM) masih terbatas, sehingga rumah tangga miskin bergantung pada sumur bor serta
air kemasan atau isi ulang [12],[19].
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Gambar 2. Pola spasial akses air minum layak rumah tangga miskin
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Ketergantungan rumah tangga pada sumur bor meningkatkan beban ekonomi rumah tangga miskin
dan memperbesar risiko kesehatan akibat kualitas air yang tidak selalu terjamin [20] [21][22]. Sebaliknya,
wilayah pusat kota seperti Medan Petisah, Medan Barat, dan Medan Kota memiliki akses air perpipaan
yang lebih baik karena infrastruktur jaringan air telah berkembang seiring fungsi kawasan sebagai pusat
aktivitas urban [21]. Namun, kecamatan dengan jumlah penduduk miskin tinggi, seperti Medan Marelan
dan Medan Deli, masih menunjukkan ketimpangan akses air minum layak, terutama bagi kelompok
berpendapatan rendah [23]. Di bagian selatan, meliputi Medan Johor, Medan Amplas, dan Medan
Tuntungan, pola akses air minum relatif lebih beragam, dengan kombinasi penggunaan air kemasan,
sumur terlindung, dan jaringan perpipaan [15],[24]. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun wilayah
selatan memiliki infrastruktur lebih baik, peningkatan jaringan perpipaan berbasis kawasan tetap
diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber air alternatif.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa akses air minum layak belum proporsional
terhadap tingkat kemiskinan antarwilayah, dan beberapa kecamatan dengan kemiskinan tinggi justru
memiliki cakupan layanan perpipaan yang rendah. Ketimpangan tersebut memperkuat kerentanan sosial
ekonomi rumah tangga miskin, terutama dalam hal pengeluaran dan kesehatan [12]—[15].

Analisis Akses Listrik Rumah Tangga Miskin di Kota Medan

Gambar 3 menampilkan dua visualisasi akses listrik bagi rumah tangga miskin di Kota Medan yang
saling melengkapi. Peta di sebelah kiri menunjukkan jenis sumber listrik yang digunakan, sedangkan peta
di sebelah kanan memperlihatkan hasil clustering berdasarkan tingkat kelayakan dan jenis layanan
kelistrikan [25]. Secara umum, capaian akses listrik di Kota Medan tergolong tinggi, dengan dominasi
penggunaan listrik PLN meteran di hampir seluruh kecamatan [26],[27]. Kondisi ini menunjukkan bahwa
layanan listrik resmi telah menjangkau sebagian besar rumah tangga miskin di tingkat kota.

Meskipun demikian, pola spasial menunjukkan ketimpangan yang cukup jelas di wilayah utara,
khususnya di Kecamatan Medan Belawan dan Medan Labuhan, di mana masih terdapat proporsi
signifikan pengguna listrik non-meteran maupun non-PLN [2]. Situasi ini menandakan adanya
kerentanan terhadap pasokan dan mutu layanan akibat keterbatasan jaringan resmi. Rumah tangga yang
mengandalkan listrik non-meteran juga menghadapi ketidakpastian biaya dan kestabilan pelayanan, yang
dapat meningkatkan tekanan ekonomi bagi kelompok berpendapatan rendah [28].
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Gambar 3. Pola spasial akses listrik rumah tangga miskin
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Sebaliknya, wilayah pusat kota seperti Medan Petisah, Medan Barat, dan Medan Kota termasuk
dalam Cluster 1, yaitu kelompok dengan akses listrik paling baik karena hampir seluruh rumah tangga
telah menggunakan layanan PLN meteran. Ketersediaan infrastruktur dan kematangan fungsi perkotaan
mendukung stabilitas dan keandalan pasokan listrik di wilayah tersebut [25],[26]. Di sisi lain, kecamatan
seperti Medan Deli dan Medan Marelan menunjukkan pola campuran antara listrik PLN meteran dan
non-meteran [27], yang menandakan bahwa meskipun jaringan resmi tersedia, kualitas layanan listrik
belum sepenuhnya merata.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa akses listrik yang aman dan layak belum
terdistribusi secara merata di seluruh wilayah Kota Medan, dengan kawasan pesisir utara masih
menghadapi keterbatasan signifikan [16]. Temuan ini menjadi dasar penting bagi penentuan lokasi
prioritas intervensi peningkatan layanan kelistrikan bagi rumah tangga miskin Desil 1, terutama di
wilayah dengan infrastruktur jaringan belum optimal.

Analisis Deskriptif Sebaran Kemiskinan

Analisis sebaran kemiskinan dilakukan untuk mengidentifikasi pola spasial tingkat kesejahteraan
rumah tangga di Kota Medan berdasarkan data Desil 1-3, yang mewakili kelompok berpendapatan
terendah. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Medan tidak tersebar secara merata
antarwilayah. Kawasan utara—terutama Medan Belawan, Medan Labuhan, dan sebagian Medan Deli—
memiliki konsentrasi rumah tangga miskin tertinggi, ditandai oleh kepadatan penduduk tinggi, kondisi
permukiman padat, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Sebaliknya, wilayah tengah hingga
selatan, seperti Medan Kota, Medan Johor, dan Medan Tuntungan, menunjukkan tingkat kemiskinan yang
lebih rendah dan infrastruktur yang relatif lebih baik.

Pola ini memperlihatkan keterkaitan erat antara karakteristik spasial dan struktur ekonomi wilayah.
Bagian tengah dan selatan kota berkembang sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pemerintahan, sehingga
peluang kerja dan akses fasilitas publik lebih tinggi. Sementara itu, wilayah pesisir utara menghadapi
tekanan sosial-ekonomi akibat konversi lahan industri, kerentanan lingkungan, dan keterbatasan jaringan
infrastruktur dasar. Ketimpangan ini menegaskan bahwa kemiskinan di Kota Medan bersifat terlokalisasi
secara geografis, sehingga kebijakan penanggulangan perlu mempertimbangkan dimensi spasial, bukan
hanya indikator ekonomi agregat. Temuan deskriptif ini menjadi dasar bagi tahap analisis berikutnya, di
mana data kemiskinan akan diintegrasikan dengan kondisi infrastruktur dasar melalui pendekatan overlay
spasial untuk menentukan wilayah prioritas intervensi pembangunan.

Penentuan Lokasi Prioritas Intervensi

Penentuan lokasi prioritas intervensi dilakukan dengan mengintegrasikan dua dimensi utama, yaitu
tingkat kemiskinan dan kondisi infrastruktur dasar. Analisis ini menggunakan pendekatan overlay spasial
untuk memetakan hubungan antara sebaran penduduk miskin dan akses terhadap layanan dasar. Setiap
kecamatan dievaluasi berdasarkan kombinasi antara desil kemiskinan dan skor ketersediaan infrastruktur
dasar, yang meliputi aspek sanitasi, air minum, dan listrik.

Langkah pertama adalah mengelompokkan wilayah berdasarkan hasil pemetaan desil kesejahteraan:
Desil 1-3 dikategorikan sebagai daerah dengan kemiskinan tinggi, Desil 4—7 sebagai kemiskinan sedang,
dan Desil 8-10 sebagai kemiskinan rendah. Selanjutnya, dilakukan penilaian komposit deskriptif
terhadap kondisi infrastruktur, di mana semakin rendah skornya, semakin tinggi tingkat kerentanan sosial
ekonomi suatu wilayah.

Integrasi kedua dimensi menghasilkan empat kategori prioritas intervensi pembangunan. Prioritas
tinggi mencakup wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan infrastruktur rendah, memerlukan
intervensi segera seperti pembangunan fasilitas sanitasi, perluasan jaringan air bersih, dan penyediaan
sambungan listrik. Prioritas menengah meliputi wilayah dengan kemiskinan tinggi namun infrastruktur
sedang, atau kemiskinan sedang dengan infrastruktur terbatas, yang memerlukan peningkatan efisiensi
dan pemerataan layanan publik. Prioritas rendah mencakup wilayah dengan kemiskinan rendah dan
infrastruktur memadai, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan. Sementara itu, wilayah sejahtera
ditandai oleh kemiskinan rendah dan infrastruktur lengkap, yang dapat dijadikan model pengelolaan
wilayah berkelanjutan.
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Tabel 3. Matriks Penentuan Prioritas Intervensi Pembangunan Berdasarkan Integrasi Data
Kemiskinan dan Infrastruktur Dasar di Kota Medan

Kecamatan Persentase Miskin Desil Skor Infrastruktur Kategori Prioritas
Medan Belawan 22.5% 10 2 Tinggi
Medan Deli 15.2% 8 5 Menengah
Medan Baru 5.1% 3 8 Rendah
Medan Johor 4.0% 2 9 Rendah

Sumber: Data diolah penulis

Hasil integrasi antara data kemiskinan dan skor infrastruktur dasar menggambarkan variasi tingkat
kesejahteraan dan kondisi layanan publik di tiap kecamatan. Berdasarkan hasil tersebut, Kecamatan
Medan Belawan termasuk kategori prioritas tinggi (kemiskinan 22,5%, skor infrastruktur 2),
menunjukkan keterbatasan layanan dasar dan kerentanan sosial ekonomi tinggi. Medan Deli berada pada
prioritas menengah (kemiskinan 15,2%), sedangkan Medan Baru dan Medan Johor menunjukkan
kemiskinan rendah (4—5%) dan infrastruktur baik (skor 8-9), termasuk kategori prioritas rendah.

Secara umum, hasil ini konsisten dengan analisis deskriptif sebelumnya: wilayah pesisir utara Kota
Medan (Belawan, Labuhan, dan Deli) merupakan kantong kemiskinan dengan keterbatasan infrastruktur,
sementara wilayah tengah dan selatan memiliki kondisi sosial ekonomi lebih baik. Temuan ini menjadi
dasar bagi penetapan arah intervensi yang berbasis bukti, yaitu memprioritaskan investasi infrastruktur
dasar di kawasan pesisir utara dan mempertahankan kualitas layanan di wilayah yang relatif sejahtera.

4. Kesimpulan

Analisis spasial terhadap kemiskinan dan infrastruktur dasar di Kota Medan menunjukkan bahwa
ketimpangan antarwilayah masih menjadi persoalan utama dalam pemerataan kesejahteraan. Pemetaan
deskriptif berbasis klasifikasi desil berhasil mengidentifikasi kantong kemiskinan di wilayah utara
(Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Deli), yang mengalami kerentanan ganda berupa
kemiskinan tinggi dan keterbatasan akses terhadap sanitasi, air minum, serta listrik. Melalui integrasi
spasial antara data kemiskinan dan kondisi infrastruktur, diperoleh peta prioritas intervensi yang dapat
digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based planning). Hasilnya
menunjukkan bahwa kawasan pesisir utara memerlukan prioritas tinggi dalam pembangunan infrastruktur
dasar dan program pengentasan kemiskinan, sedangkan wilayah tengah dan selatan lebih tepat difokuskan
pada peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola berkelanjutan.

Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan integrasi spasial sederhana dapat menjadi alat analisis
yang efektif untuk mendukung perencanaan wilayah yang lebih adil, terarah, dan berbasis data empiris,
serta menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan intervensi yang responsif
terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.
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